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ABSTRAK

Di era digital 4.0 saat ini, teknologi informasi sudah merata di seluruh
penjury dunia, terlebih dalam ranah pemerintahan. Teknologi informasi sangat
diperlukan agar pekerjaan pemerintah lebih mudah, cepat, dan efisien. Pelayanan publik
salah satu pekerjaan pemenntah yang perlu menggunakan sistem elektronik. Salah satu
pelayanan publik yang sedang diusahakan pemerintah dalam hal ini menjadi tugas
Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional dengan  cama
pemasangan secara sistem elektronik yaitu Pemasangan Hak Tanggungan secara
sistem clektronik atau sistem HT-el.

Permasalahan, bagaimana proses pelaksanaan pemasangan hak tanggungan secara
elektronik dan apa saja faktor-faktor penghambat pemasangan hak tanggungan secara
elektronik.

Metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yang diteliti
hanya bahan pustaka, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Simpulan, sistem HT-¢/ adalah serangkaian proses pelayanan hak tanggungan dalam
rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem
elektronik yang terintegrasi. Adapun proses pelaksanaan pemasangan hak tanggungan
secara elektronik dimana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional telah menyediakan Sistem HT-e/ berupa aplikasi di dalam website.
Sedangkan faktor-faktor penghambat pemasangan hak tanggungan secara elektronik
biasa terjadi karena human error dan system error.

Rekomendasi, sebaiknya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus
dijadwalkan atau dibuat program pelatihan untuk meningkatkan SDM serta sebaiknya
perlu adanya perbaikan jaringan internet yang merata di Indonesia agar koneksi
lancar dan udak terputus.

Kata kunci : Hak Tanggungan, Kementerian Agraria dan
Pertanahan Nasional, COVID-19, Sistem HT-el
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Pelaksanaan Pemasangan Hak Tanggungan Secara Elektronik

Pelayanan hak tanggungan dilaksanakan secara clektronik melalui

Sistem HT-el, sesuai bunyi Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi

Secara Elektronik.

Adapun proses pelaksanaan pemasangan hak tanggungan secara

elektronik, mekanisme pelayanannya disebutkan di dalam Pasal 9 sampal

dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang

Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
Selain mekanisme pelayanan hak tanggungan secara elektronik

disebutkan di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga

telah menyediakan aplikasi Sistem HT-el di website www_.atrbpn.go.id

dan https:/htel atrbpn.go.id.
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